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P U T U S A N

NOMOR 13/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TinggiPalembang yang mengadiliperkara perdata dalam

peradilan tingkatbanding,telah menjatuhkan putusan sebagaiberikutdalam

perkara antara :

KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PAGAR ALAM, berkedudukan di

Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung

Gare 1 Pagar Wangi Dempo Utara Kota PagarAlam

dalam hal ini memberikan kuasa kepada TutiNovi

Susanti, S.P dan Lesy Oktavia, S.E., para Pegawai

pada Badan Pertanahan NasionalKota Pagar Alam

beralamat Laskar Wanita Mentarjo, Komplek

Perkantoran Gunung Gare 1 Pagar Wangi Dempo

Utara Kota Pagar Alam 31581 berdasarkanSurat

Kuasa Khusus Nomor : 466/Sku-600/VII/2020tanggal

14 Jujli 2020, yang telah terdaftardi Kepaniteraan

Pengadilan NegeriPagar Alam Nomor 10/SK/2020/PN

Pga tanggal22 Juli 2020,selanjutnya disbutsebagai

Pembanding semula Turut Tergugat;

LAWAN

MISRANI, berkedudukan di Jalan Gunung Dempo RT 007 RW 003 Kel.

Sidorejo Kec.Pagar Alam Kota Pagar Alam Sumatera

Selatan dalam hal ini memberikankuasa kepada

Misnan Hartono, S.H., Hendri Yansyah, S.H., Fedy

Siswanto, S.H., Usman, S.H., adalah Advokat /

Pengacara,PenasihatHukum pada KantorHukum

Misnan Hartono,S.H. & Partners yang beralamatdi di

jalan Perintis Kemerdekaan No.2F/174 RT.002,

RW.005, Palembang berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 26 Januari 2021 yang terdaftardi

Kepaniteraan Pengadilan NegeriPagar alam Nomor

5/SK/2021/PN Pga tanggal 27 Januari 2021,

selanjutnya sebagai Terbanding semula

Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DAN

1. KASIYEM, berkedudukan di Jl. Mayor Ruslan RT 13 RW 05 Kel. Sidorejo Kec.

Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam,selanjutnya

disebut sebagaiTurut Terbanding Isemula Tergugat

I;

2. SUTIANI, berkedudukan di Jl. Letnan A. Rahman No. 67 RT 11 RW 12 Kel.

Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam,

selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding II

semula Tergugat II;

3. SRI YULIANTI, berkedudukan di Jl. Mayor Ruslan No. 09 RT 04 RW 02 Kel.

Sukarejo.Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam,

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III

semula Tergugat III;

4. ASIH, berkedudukan diJl. Mayor Ruslan RT 13 RW 05 Kel. Sidorejo Kec.

Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam,selanjutnya

disebut sebagai Turut Terbanding semula

Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang Nomor 13/PEN/PDT/2021/PT.PLG. tanggal 26 Januari 2021

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat– surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2020

yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan NegeriPagar Alam

pada tanggal2 Juli 2020 dalam RegisterNomor 2/Pdt.G/2020/PN Pga,telah

mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat dan Objek Sengketa

1. Bahwa Pengugat adalah Ahli Waris dari Alm. Karto Pawiro yang

mempunyaisebidang tanah yang terletak diJalan A. Rahman Talang

Jawa No. 6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec.Pagar Alam Selatan Kota

Pagar Alam Luas 252 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan A. Rahman;

- Selatan berbatasan dengan Rukiyem;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Barat berbatasan dengan Jalan Gang SD NU;

- Timur berbatasan dengan Didik Sunarto dan diatasnya berdiri

sebuah rumah permanen;

2. Bahwa Alm. Karto Pawiro memilikidan menguasaitanah aquo sejak

tahun 1945 dan dikuasaiterus menerus sampaidengan Alm.Karto

Pawiro meninggaldunia pada tanggal 02 Februari 1970, sesuai

dengan SuratKeterangan MeninggalDunia yang dikeluarkan oleh

Kantor Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan

tertanggal 16 Juni 2020 (bukti P.1);

3. Bahwa Alm. Karto Pawiro dariPernikahannya dengan Almh. Katinem

memiliki2 (Dua) orang anak yaitu,Penggugat(Misrani) dan Bapak

Ponidi. Dan berdasarkan pasal830 KUHPerdata yang menyatakan

“Pewarisan Hanya Terjadi Karena Kematian”. Oleh karenanya

Penggugatadalah Pemilik Sah atas tanah beserta bangunan rumah

yang dimilikiAlm. Karto Pawiro, sebagaimana SuratKeterangan

Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidorejo Kecamatan

Pagar Alam Selatan tertanggal16 Juni 2020 (bukti P.2);

4. Bahwa pada saat Alm. Karto Pawiro menikahiAlmh. Katinem sekitar

tahun 1947 status dariistriAlm. Karto Pawiro yaitu Almh.Katinem

adalah seorang janda yang sudah mempunyai2 (Dua) orang anak

dari pernikahan pertamanya dengan Alm.Sugiman,dimana kedua

anak tersebutbernama Kasmin berumur5 tahun dan Kasiyem

berumur + 2 tahun;

5. Bahwa atas perbuatan salah satu anak dariAlmh.Katinem dengan

Alm. Sugiman yang bernama Kasmin yang sudah diberikan

tumpangan tempattinggaloleh Alm. Karto Pawiro (Ayah Tiri)dari

Kasmin dan juga tanpa sepengetahuandari Penggugat telah

mensertifikatkan Tanah Hak Milik dariAlm. Karto Pawiro yaitu orang

tua kandung Penggugat sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor

43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K. Dan sampai dengan

meninggalnya Kasmin belum sempat menjelaskan kepada anak-anak

dari Kasmin tentang kedudukan hukum dariHak atas tanah dan

rumah yang menjadi objek perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadiahli waris dari

Alm. Kasmin adalah:

1. Ny. Kasiyem, istri dari Alm. Kasmin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Sutiani, anak dari Alm. Kasmin;

3. Sri Yulianti, anak dari Alm. Kasmin;

4. Asih, anak dari Alm. Kasmin;

Sehingga semuanya secara langsung bertanggungjawab atas

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Alm. Kasmin dan ditarik selaku

Tergugat dalam Perkara aquo, sebagaimana yang diatur dalam Pasal

833 KUHPerdata yang menyatakan “Sekalian ahliWaris dengan

sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,

segala hak dan segala piutang si meninggal”;

B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

1. Bahwa permasalahan terjadiketika Penggugatingin Menjualkan rumah

peninggalan dariorang tuanya Alm.Karto Pawiro yang menjadiobjek

Perkara aquo,dan pada awalnya Para Tergugatsetuju atas permintaan

dari Penggugat,kesepakatan awalini terjadi ketika ada pertemuan

keluarga pada bulan Agustus 2019, dimana disaat itu juga sudah

disepakatimengenaibagian masing-masing,baik untuk Penggugat

maupun bagian dariPara Tergugat.Setelah ada kesepakatan tersebut

Tergugat I menunjukkan SertifikatHak Milik Nomor43 Desa Sidorejo

kepada Penggugat, dan dari kejadian tersebut Penggugat merasa

terkejut dan menyadari bahwa tanah milik Alm. Karto Pawiro yang selama

iniditempatioleh Terguggat I dan Terguggat III telah terbit Sertifikat Hak

Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K;

2. Bahwa pada bulan Januari2020 Tergugat I dan Tergugat III mendatangi

rumah Penggugatuntuk menyerahkan SertifikatHak Milik Nomor 43

Desa Sidorejo Luas 252 M2 secara sukarela,kemudian TergugatI dan

Tergugat III sepakatMengosongkan rumah tersebutdan setuju untuk

mengontrak rumah sebelum tanah aquo terjual:

3. Bahwa pada tanggal19 Mei2020 Tergugat I bersama Kuasa Hukumnya

kembalimendatangirumah Penggugatuntuk meminta kembaliSertifikat

Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K dan pada saat itu

TergugatI mengklaim tanah beserta bangunan rumah tersebutadalah

hak dari suaminya Alm. Kasmin karena tanah tersebut sudah

disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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252 M2 dengan Surat ukur Nomor 539/1983 atas nama Kasmin K.

(Bukti P.3);

4. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah menyampaikan undangan

musyawarah yang ditujukan pada Para Tergugat yang intinya

mengingatkan Para Tergugatuntuk menyerahkan kembaliSertifikat Hak

Milik Nomor 43 Desa Sidorejo atas nama Kasmin K dan tetap

mengosongkan rumah yang selama iniditempatioleh Alm. Kasmin

beserta keluarga yang secara fakta tanah beserta bangunan rumah

diatasnya adalah milik Alm.Karto Pawiro yang merupakan orang tua

kandung dariPenggugat,akan tetapiteguran dariPenggugatterhadap

Para Tergugat tidak diindahkan dan malah beralih mengatakan bahwa

Alm. Kasmin adalah pemilik tanah aquo,karena tanah tersebutsudah

ada Sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas

252 M2 dengan surat ukur Nomor 539/1983 atas nama Kasmin K,

keterangan inididapat setelah disepakatihariuntuk diadakan pertemuan

mediasidi Kelurahan Sidorejo yaitu tanggal5 Juni 2020,dimana Para

Tergugat didalam Surat Jawaban Undangan Musyawarah dari

Penggugatyang disampaikan pada tanggal4 Juni 2020 Para Tergugat

melaluikuasanya tidak menghadiriundangan dariKelurahan Sidorejo

dan menyatakan tetap pada pendirian bahwa Para Tergugatadalah

pemilik daritanah aquo karena sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 43

Desa Sidorejo Luas 252 M2 dengan Suratukur nomor539/1983 atas

nama Kasmin K;

5. Bahwa setelah diketahuididalam SertifikatHak Milik Nomor43 Desa

Sidorejo Luas 252 M2 tercantum nama Pemilik hak atas nama Kasmin K,

yang Penggugat menduga inisial“K” pada nama Kasmin K adalah Karto

Pawiro yang merupakan orang tua dariPenggugat,yang sebenarnya

Kasmin tidak tepatuntuk menuliskan inisial“K” pada nama Kasmin

dikarenakan bukan anak kandung dariAlm. Karto Pawiro. Sehingga

wajar apabila enggugatmeragukan keabsahan daripada data pribadi

Alm. Kasmin dalam penerbitan SertifikatSHM nomor 43 Desa Sidorejo

Luas 252 M2,hal ini sesuaidengan SuratPengakuan yang dibuatoleh

Tergugat I yang menyebutkan Alm.Kasmin adalah anak dari Alm.

Sugiman sesuai dengan Surat dari Kuasa Hukum Tergugat tentang

jawaban atas undangan musyawarah dariPenggugattertanggal03 Juni

2020. (Bukti P.4);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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6. Bahwa Penggugatmenduga pencantuman nama inisial“K” pada nama

Kasmin dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2

adalah tidak benardan sebab itulah sangatdiragukan keabsahan dari

identitas Alm.Kasmin tersebutdan Penggugat menduga ini adalah

merupakan upaya dariAlm. Kasmin untuk mensumirkan fakta tentang

kepemilikan tanah yang sebenarnya milik Alm.Karto Pawiro,sehingga

Alm.Kasmin dapat menguasai tanah aquo,hal ini dapat

dilihat dari Kartu Keluarga No.1672021009080010 yang didalamnya

tercantum nama Kasmin dimana didalam Kartu Keluarga tersebut tertulis

nama orang tua dari Alm. Kasmin adalah Alm. Karto Pawiro. Yang

sebenarnya orang tua dariAlm. Kasmin adalah Alm.Sugiman.(Bukti

P.5);

7. Bahwa perbuatan Alm.Kasmin yang telah menguasaitanah milik Alm.

Karto Pawiro dengan cara menempati rumah milik Alm. Karto Pawiro dan

sudah terbitSertifikatSHM Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas

nama Kasmin K yang mana identitas daridata pribadiAlm. Kasmin K

dalam proses penerbitan SertifikatSHM Nomor 43 Desa Sidorejo Luas

252 M2,Penggugatmeragukan keabsahan daripada identitas tersebut

sehingga jelas Perbuatan dari Alm. Kasmin merupakanPerbuatan

Melawan Hukum;

8. Bahwa perbuatandari Para Tergugat yang bersikeras tidak mau

menyerahkan kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan secara

sukarela dan SertifikatHak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2

atas nama Kasmin K yang sebenarnya TergugatI mengetahuibahwa

tanah aquo memang benar milik dariAlm. Karto Pawiro, inimenunjukkan

Para Tergugat ingin menguasaitanpa hak atas tanah aquo,sehingga

perbuatan dariPara Tergugat yang ingin menguasaitanah tanpa hak

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa perbuatan dariAlm. Kasmin dan Para Tergugat yang melakukan

Klaim serta berusaha untuk menguasaiatas tanah beserta bangunan

milik Penggugat sebagaiAhli Waris dari Alm. Karto Pawiro secara faktual

telah menyebabkan Penggugattidak dapatmenikmatiHak atas tanah

milik Penggugat dan mengakibatkanPenggugat dirugikan secara

material;

10. Bahwa karena itu,ex Pasal 1365 KUHPerdata,Penggugatmenuntut

gantirugi materialkepada Para TergugatsebesarRp1.500.000.000,00

Disclaimer
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(Satu MilyarLima Ratus Juta Rupiah)yang menjadibeban TergugatI

sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng;

11. Bahwa Turut Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam

yang memilikitugas antara lain untuk menerbitkan SertifikatHak atas

tanah sebagaimana yang diaturdalam Pasal19 UU NO.5 tahun 1960

pada intinya mengatur bahwa pemohon hak adalah pemilik tanah secara

sah;

12. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk

menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah, Turut Tergugat berkewajiban

menelitikebenaran fakta yuridisdan data faktual atas tanah yang

dimohonkan penerbitan hak oleh pemohon;

13. Bahwa didalam penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo

Luas 252 M2 atas nama Kasmin K ada beberapa kejanggalan, mulaidari

nama pemilik yang disingkatdengan huruf “K” dan juga didalam

penerbitan Sertifikattersebut,dimana pengajuan pendaftaran hak atas

tanah melaluiproses PRONA pada tahun 1984,akan tetapiSertifikat

tersebut sudah terbit pada tahun 1983, sehingga Penggugat merasa ada

kejanggalan dalam penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 43 Desa

Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K. Bahwa karena itu Sertifikat

Hak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luas 252 M2 atas nama Kasmin K

dalam proses penerbitannya tidak memenuhiPersyaratan Hukum maka

Sertifikat tersebut Cacat Hukum Dan Tidak MempunyaiKekuatan Hukum

Mengikat;

14. Bahwa untuk menghindariadanya tindakan pengalihan jualbeli, balik

nama serta pengalihan kepemilikan dalam bentukapapun terhadap

sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diJalan A. Rahman

Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan

Kota Pagar Alam luas 252 M2 berikutbangunan yang berada diatasnya

dengan alas hak SertifikatHak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo Luar 252

M2 atas nama Kasmin K,maka dipandang perlu bagiPenggugatuntuk

mengajukan Permohonan SITA JAMINAN terhadap Objek Sengketa;

15. Bahwa gugatan Penggugattelah didasarkan pada buktiotentik yang

tidak terbantahkanoleh karena itu sudah sepantasnya apabila

Penggugatmohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadiliperkara ini, agar menyatakan putusan inidapat dijalankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 27Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

terlebih dahulu (uitvoorbaarbij vorrad)walaupun ada verzet,banding,

maupun Kasasi;

16. Bahwa Gugatan ini timbulakibat Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan Para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat

mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan

mengadiliperkara iniuntuk menghukum Para Tergugat membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang Penggugatsampaikan diatas,

Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan NegeriPagar Alam cq Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara iniuntuk memberikan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Perbuatan Alm. Kasmin yang kedudukan hukumnya digantikan

oleh warisnya;

- Ny. Kasiyem, istri dari Alm. Kasmin;

- Sutiani, yaitu anak dari Alm. Kasmin;

- Sri Yulianti, yaitu anak dari Alm. Kasmin;

- Asih, yaitu anak dari Alm. Kasmin;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyerahkan Kepemilikan

Hak atas tanah beserta bangunan yang terletak diJalan A. Rahman Talang

Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar

Alam luas 252 M2 berikut bangunan yang berada diatasnya dengan alas hak

Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama Kasmin

K, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Hak atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di

Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar

Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan A. Rahman;

- Selatan berbatasan dengan Rukiyem;

- Barat berbatasan dengan Jalan Gang SD NU;

- Timur berbatasan dengan Didik Sunarto;

Dengan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas nama

Kasmin K dikembalikan kepada PenggugatsebagaiAhli Waris dari Alm.
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Karto Pawiro;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 Cacat

Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan berupa sebidang tanah beserta

bangunan yang terletak di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03

Kel. Sidorejo Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan Sertifikat

Hak Milik nomor 43 Desa Sidorejo luas 252 M2 atas namaKasmin K;

7. Menyatakan putusan dalam perkara inidapat dijalankan terlebih dahulu

dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (uitvoorbaar

bij vorrad);

8. Menghukum Para Tergugatuntuk menyerahkan SertifikatHak Milik nomor

43 Desa Sidorejo luas 252 M2 secara sukarela;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar

ganti rugi materialkepada PenggugatsebesarRp1.500.000.000,00 (Satu

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;

Atau bilamana Ketua Pengadilan NegeriPagar Alam cq Yang Mulia

Majelis Hakim yang Memeriksa dan MengadiliPerkara ini berpendapatlain,

mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwaterhadap gugatan Terbandingsemula Penggugat

tersebut, Para Turut Terbanding semula Pata Turut Tergugat telah

mengajukan jawaban tanggal26 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkanke

Pengadilan NegeriPagar Alam, dibawah Register perkara nomor:

02/Pdt.G/2020/PN.Pga.,tertanggal2 Juli 2020, dengan objek

gugatan tanah dan bangunan darisuami dan orang tua Para

Tergugat berdasarkan SertipikatHak Milik Nomor : 43/Sidorejo

tanggal31 Maret 1983, dengan SuratUkur Nomor : 539/1983

tanggal5 Desember 1983, Luas Tanah 252 M2 atas nama Kasmin

K adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu

(verjaring) karena sertipikat yang di terbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Lahattelah berjalan ±37
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 27Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

(tiga puluh tujuh)tahun terhitung sejak diterbitkannya sertipikat

pada tahun 1983 dengan diajukannya gugatan inipada tanggal2

Juli 2020.Hal ini mengacu pada Pasal32 ayat(2) PP Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,menyebutkan :“Dalam

hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah

atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

tersebutdengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyaihak atas tanah itu tidak

dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebutapabila dalam

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikatitu tidak

mengajukan keberatan secara tertulis kepeda pemegang sertipikat

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah

atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat

tersebutditolak atau sekurang kurangnya harus dinyatakan tidak

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Diskualifikasi in persona bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara

ini yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar

Alam sebagi Turut Tergugat adalah Gugatan yang salah pihak

(errorin persona),karena Sertipikattersebutditerbitkan dibadan

Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Lahat.Karena adanya

pemekaran diambilalih lah oleh Kota Pagar Alam pada tahun

2001;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Tergugat sampaikan

tersebutdiatas maka dapat Para Tergugat kategorikan bahwa

Gugatan Penggugat sekarang ini Diskualifikasi in persona

dikarenakan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak terikat

hubungan hukum apapun, maka Gugatan Penggugat yang menarik

Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo merupakan

Gugatan yang tidak memenuhipersyaratan formil,maka sangat

beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kota Pagar Alam yang memeriksa perkara aquo

menyatakan bahwa gugatan Penggugatterhadap Para Tergugat
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dinyatakan Diskualifikasiin persona sehingga Gugatan Penggugat

terhadap Para Tergugattidak dapatditerima (nietontvankelijke

verklaard);

2. Gemis Aanhoeddarmigheid bahwa Gugatan Penggugatdengan

menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara aquo

merupakan Gugatan yang salah pihak (errorin persona),hal ini

dipertegassebagaimanapendapat M. YAHYA HARAPAH,SH

dalam bukunya Hukum Acara Perdata,Penerbitan SinarGrafika,

Halaman 113 menyatakan“seperti yang dijelaskan terdahulu

kekeliruan pihak mengakibatkan Gugatan cacat tentang kekeliruan

mengenai orang (Gemis Aanhoeddarmigheid),cacat yang

ditimbulkan kekeliruan itu berbentuk diskualifikasisalah orang yang

bertindak sebagaiPenggugat,dapat juga berbentuk salah pihak

yang ditarik sebagaiTergugat (Gemis Aanhoeddarmigheid)atau

bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan

sama-sama mempunyaiakibathukum,dengan demikian Gugatan

dianggap tidak memenuhi syarat formil”.

Bahwa dikarenakan alasan tersebut diatas maka Gugatan

Penggugataquo merupakan Gugatan yang mengandung cacat

formil oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriKota Pagar

Alam yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan

Penggugatsebagaierror in persona (Salah Pihak) dan dinyatakan

tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-halyang telah dikemukakan dalam EksepsiPara Tergugat

mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;

2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan EksepsiPara Tergugat

diatas, maka secara mutatis muntandismohon dianggap sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalilPenggugatdalam

gugatannya kecualihal-hal yang merupakan pengakuan terhadap

kebenaran fakta dalam perkara ini;

4. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam Gugatannya pada point

1 yang menyatakan:“Setelah ada kesepakatan tersebutTergugat I
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menunjukan sertipikatHak Milik Nomor 43 Desa Sidorejo kepada

Penggugat,dan darikejadian tesebut Penggugatmerasa terkejut.dst”

adalah dalil yang mengada ngada karena pada faktanya:

1. Dari Keterangan Tergugat II, Penggugat sudah mengetahuiadanya

Sertipikat Hak Milik No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K dari tahun

1989 dan pada saat itu Penggugat berusia 35 tahun. Menurut Pasal

330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Belum

dewasa adalah mereka yang belum mencapaiumurgenap dua

puluh satu tahun, tidak lebih dahulu telah kawin” dengan demikian

Penggugat sudah dinyatakan dewasa dan cakap hukum pada saat

mengetahui terbitnya sertipikat aquo.

2. Pada Pasal 1967 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang

berbunyi: “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan

maupun bersifatperseorangan,hapus karena daluwarsa dengan

lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang

menunjukkan suatu alasan hak,lagi pula tak dapatlah dimajukan

terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad

yang buruk” yang pada intinya Penggugat sudah mengetahui

terbitnya sertipikataquo pada usia Penggugat35 tahun,dihitung

pada tahun 2020 Penggugat sudah mengetahuiterbitnya sertipikat

aquo 31 tahun yang lalu;

Sehingga pada fakta-fakta diatas sangatjelas Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa dan

mempunyaiitikad yang buruk untuk menguasai sengketa aquo

sepenuhnya sehingga Gugatan Penggugatterhadap Para Tergugat

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugatpada point2 sangat

tidak benar, pada faktanya:

1. Sebelum Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan sertipikat aquo,

pada tanggal27 November2019 Penggugatmenyuruh anaknya

yang bernama Meiprianibinti Misrani dengan Erni Erawatibinti

Misraniuntuk mendatangirumah Tergugat I dan inginmengambil

sertipikat aquo. Setelah itu anak Penggugat pulang, Tergugat I dan

TergugatIII merasa takutdan cemas,takutterjadihal yang tidak
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diinginkan,dan Tergugat I dan Tergugat III mendatangirumah

Penggugat;

2. Setelah sertipikat aquo diberikan kepada Penggugat karena

sebelumnya Penggugatlebih dahulu meminta sertipikatquo, dan

Penggugatmemaksa TergugatI, Tergugat III, dan Tergugat IV

untuk mengosongkan rumah tersebut;

3. Pada tanggal29 November TergugatI, TergugatIII, dan Tergugat

IV secara terpaksa mengosongkan rumah tersebut, dan Penggugat

tidak sama sekalimemikirkan tempattinggalPara Tergugatyang

dimana Para Tergugat juga tinggal dengan beberapa anggota

keluarga lainnya dan mencari tempat tinggal sementara;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugatpada point3 yang

menyatakan“pada tanggal 19 Mei 2020” tidak benar, yang

sebenarnya TergugatI dan Kuasa Hukumnya mendatangirumah

Penggugat pada tanggal14 Mei2020 pukul12.00 WIB. Karena Para

Tergugatadalah ahliwaris dariKasmin yang memilikiSertipikatHak

Milik No: 43/Sidorejo atas nama Kasmin K;

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugatpada point4 yang

menyatakan: “secara fakta tanah beserta bangunan rumah diatasnya

adalah milik Alm.Karto Pawiro yang merupakan orang tua kandung

dari Penggugat”,darihal tersebutsangatjelas menunjukkan bahwa

Penggugatsebenarnya menduga-duga dan bukanlah pemilik tanah

dan bangunan tersebut. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat

tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berdasarkan Pasal163 HIR/283 RBG dan Pasal1865 Kitab Undang

Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap orang yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak

atau peristiwa tersebut”;

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugatpoint5 dan 6 Para Tergugat

akan menanggapinya sekaligus, sebagai berikut: “Penggugat

menduga inisial“K” pada nama Kasmin K adalah Karto Pawiro”

Penggugat hanya mempersepsikansendiri dan menduga-duga

maksud dariartiK tersebut,perlu ditegaskan oleh Para TergugatK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 27Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

yang dimaksud dalam nama sertipikatKasmin K adalah Katinem,

Katinem adalah Ibu kandung dari Kasmin;

9. Bahwa apa yang telah Penggugatsampaikan dalam Gugatannya

pada point 7 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Alm. Kasmin yang

telah menguasai tanah milik Alm. Karto Pawiro dengan cara

menempatirumah milik Alm.Karto Pawiro dan sudah bersertipikat

SHM Nomor 43 Desa Sidorejo..dst” adalah dalilyang dibuatbuat,

bahwa sangatjelas keabsahan SertipikatHak Milik No :43/Sidorejo,

sebelum adanya sertipikataquo dan Alm.Karto Pawiro masih hidup

Kasmin telah melakukankewajiban membayarPajak Bumi dan

Bangunan (PBB) atas nama kasmin sejak tahun 1971, Sertipikat aquo

yang dikeluarkan oleh BPN adalah berkekuatan Hukum Tetap;

10.Bahwa terhadap Gugatan Penggugatpoint8, perlu dijelaskan bahwa

tanah beserta bangunan aquo adalah hasildaripernikahan Sugiman

dengan Katinem dan memilikidua anak yaitu Kasmin K dengan

Lasiyem. Pada tahun 1944 Sugiman meninggaldunia diRumah Sakit

Daerah Pagar Alam, meninggalkanharta yaitu tanah beserta

bangunan yang sekarang menjadi milik Kasmin K dan telah diterbitkan

sertipikatnomor:43/Sidorejo.Pada tahun 1947 ibu dariKasmin K

yaitu Katinem menikah dengan Karto Pawiro dan mempunyaidua

anak yaitu Misrani (Penggugat) dengan Ponidi. Perlu dipertegas sekali

lagi, sangat wajar Para Tergugat tidak menyerahkan kembali sertipikat

aquo, karena kepemilikan tanah dan bangunan yang bersertipikat hak

milik nomor:43/Sidorejo atas nama Kasmin K dan ahli warisnya

adalah Para Tergugat dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan oleh Para Tergugat karena proses penerbitan sertipikat dan

penguasaan terhadap objek sengketa telah sesuaidengan aturan dan

prosedur yang belaku;

11.Bahwa terhadap Gugatan Penggugatpoint9 dan 10 akan di jawab

Para Tergugatsecara sekaligus,yang menyatakan:“penggugattidak

dapatmenikmatiHak atas tanah milik Penggugatdan mengakibatkan

Penggugatdirugikan secara materil” dan “Penggugatmenuntutganti

rugimeterilkepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu Miliyar

Lima Ratus Juta Rupiah) “. Bahwa apa yang disampaikan oleh

Penggugat yang cenderung menafsirkan aturan perundangan
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undangan sekehendak sendiriyang menyatakan bahwa akibatdari

perkara inimenyebabkan kerugian Kepada Penggugatkarena tidak

dapat menikmatiHak atas tanah milik Penggugatadalah Hal yang

keliru. Dengan demikian dalilPenggugatyang menyatakan bahwa

Penggugat mengalamikerugian material sangat jelas hanyalah

pengakuan sepihak dariPenggugatsaja tanpa membuktikan terlebih

dahulu kebenarannya,dimana Para Tergugat yang seharusnya

mengalamikerugian materialdan immaterialatas perbuatan dari

Penggugat yang tidak memilikihak apapun. Oleh sebab itu sepatutnya

Tidak wajib untuk dipertimbangkan;

12.Bahwa apa yang disampaikan Penggugatpada point11, 12, dan 13

akan dijawab Para Tergugatsecara sekaligus,Gugatan Penggugat

dalam perkara iniyang ditunjukan Kepada Kepala Badan Pertanahan

Kota Pagar Alam sebagaiTurut Tergugat adalah Gugatan yang salah

pihak (error in persona) karena sertipikat tersebut diterbitkan di Badan

Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Lahat. Sehingga berdasarkan

fakta diatas sangatjelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang

diajukan oleh Penggugatmerupakan errorin persona dan harus

ditolak;

13.Bahwa apa yang disampaikanPenggugat pada point 14, Para

Tergugat menolak terhadap sita jaminan terhadap tanah dan

bangunan yang terletak diJl. A. Rahman Talang Jawa No.6 RT.07

RW.03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Luas

252 M2, karena Para Tergugat merupakan ahliwaris dan pemilik yang

sah atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat No: 43/Sidorejo

atas nama Kasmin K;

14.Bahwa Penggugat belum dapat membuktikandalil-dalilGugatan

secara sempurna sehingga patut untuk ditolak dan tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para TergugatKonvensimohon disebutsebagaiPara Penggugat

Rekonvensi sedangkan PenggugatKonvensi mohon disebut dengan

Tergugat Rekonvensi, untuk keadilan dalam perkara ini;

2. Bahwa mohon apa yang telah Para PenggugatRekonvensikemukakan

pada Eksepsidan Jawaban pokok perkara mohon dianggap masuk dan
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merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian

Rekonvensi ini;

3. Bahwa Para PenggugatRekonvensiadalah ahli waris dari tanah dan

bangunan Jl. A. Rahman Talang Jawa No. 6 RT. 07 RW. 03 Kel. Sidorejo

Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam,yang bersertipikatHak Milik

No: 43/Sidorejo tanggal31 Maret 1983, dengan Surat Ukur No: 539/1983

tanggal5 Desember1983,Luas Tanah 252 M2 atas nama Kasmin K,

diterbitkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lahat;

4. Bahwa asal mula tanah dan bangunan menjadiobjek sengketa dalam

perkara aquo adalah Tergugat Rekonvensi menyatakantanah dan

bangunan aquo milik orang tuanya tanpa membuktikan alasan-alasan

hukum yang jelas dan TergugatRekonvensiingin menguasaipenuh atas

tanah dan bangunan aquo;

5. Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba TergugatRekonvensi ingin menjual

rumah dan bangunan yang telah bersertipikatatas nama Kasmin K yang

merupakan suami dan orang tua Para Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa pada tanggal28 November 2019 TergugatRekonvensimemaksa

Para PenggugatRekonvensiuntuk mengosongkan rumah dan bangunan

tersebuttanpa memikirkan tempattinggalPara PenggugatRekonvensi

yang dimana juga tinggal dengan beberapa anggota keluarga lainnya, dan

jelas TergugatRekonvensisangattidak mempunyaiitikad baik terhadap

Para Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensimerupakan

Perbuatan Melawan Hukum karena Para PenggugatRekonvensiadalah

ahli waris dari Kasmin K, tanah dan bangunan yang telah memiliki

sertipikat aquo yang sah dan berkekuatan hukum tetap, dan

mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dengan adanya pengusiran oleh TergugatRekonvensi,dan Para

Penggugat Rekonvensi tidak bisa menikmati haknya secara penuh selama

9 bulan, mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sebesar

Rp190.500.000,00(Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah):
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- Jualan bahan sembako TergugatIV dengan omset1 (satu) bulan

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)X 9 (Sembilan) bulan total

Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Membongkarrumah milik Tergugat IV dengan kerugian Rumah

seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Biaya mengontrak rumah TergugatI dari bulan 11 tahun 2019 =

perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total

Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Biaya mengontrak rumah TergugatIII dari bulan 11 tahun 2019 =

perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 9 (Sembilan) bulan total

Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Biaya mengontrak rumah TergugatIV daribulan 11 2019 = perbulan

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)X 9 (Sembilan) bulan totalRp.

9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Total semuanya Rp190.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa baik dalam Gugatan dalam Konvensimaupun Gugatan dalam

Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat

Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim

menghukum TergugatRekonvensiuntuk membayarseluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban Para Tergugat dalam

Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi diatas, maka atas perkenan

Majelis Hakim yang memeriksa,mengadilidan memutus perkara ini.Agar

berkenan memberikan putusan demihukum dengan amarnya yang berbunyi

sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat dalam Konvensi.

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi seluruhnya atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
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B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolakGugatan Penggugatdalam Konvensi untuk

seluruhnya;

- Menyatakan menolak Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan

yang terletak diJl. A. Rahman Talang Jawa No.6 RT.07 RW.03 Kel.

Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Luas 252 M2.

- Menghukum Penggugatdalam Konvensi untuk membayarseluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat

Rekonvensi;

- Menyatakan Tergugatdalam Rekonvensitelah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum;

- Menghukum Tergugatdalam Rekonvensiuntuk membayarseluruh

biaya perkara;

Menimbang,bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat

tersebut, Pembanding semula TurutTergugat melaluiKuasanya telah pula

mengajukan Jawaban .tanggal26 Agustus 2020,yang pada pokoknya adalah

sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsidalam perkara a quo, terlebih

dahulu TurutTergugatmembantah dan menolak semua dalil,tuntutan dan

segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugatkecuali yang secara

tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat:

1.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa Penggugatdalam gugatannya,yaitu Posita nomor11, 12,

dan 13 yang pada intinya mempermasalahkan penerbitan sertipikat

a quo;

b. Bahwa terhadap posita dan petitum (angka 5 menyatakan cacat

hukum) yang disampaikan dan dituntut oleh Penggugat

sebagaimana tersebut di atas (vide a) yang pada intinya

menguraikan dan menjelaskan hukum administrasi pertanahan;
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c. Bahwa prosedur dan tata cara penerbitan sertipikathak atas tanah

yang dilakukan oleh TurutTergugat adalah bentuk pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam hukum administrasi

negara atau hukum Tata Usaha Negara yang secara khusus

melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan diantaranya

penerbitan sertipikathak atas tanah sebagaimana diamanatkan

dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah;

d. Bahwa Defenisi atau pengertian dari :

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku,

yang bersifatkonkret,individualdan final yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal

1 angka 3 UU PTUN);

2. Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau

Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal1 angka 2

UU PTUN);

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum

sebagaimana tersebut diatas, kesemuanya adalah bentuk

pelaksanaan tugas pemerintahaanyang berbentukKeputusan

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individualdan final

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka

pelaksanan tugas pokok dan fungsinya sebagaibagian dariunsur

pemerintah dalam konteks hukum administrasinegara atau dengan

kata lain bukan perbuatan hukum keperdataan;

f. Bahwa dalam halTurutTergugat melakukan penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K bertindak sebagaiBadan

atau PejabatTata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal1

angka 2 UU PTUN;

g. Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasarhukum sebagaimana

tersebutdiatas,maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a
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quo merupakan KompetensiAbsolutatau merupakan kewenangan

dariPengadilan Tata Usaha Negara dan bukan KompetensiAbsolut

atau kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa,

menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara a quo sehingga

berakibat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijkverlklaard);

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa sesuaidengan Pasal32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,

maka pihak lain yang merasa mempunyaihak atas tanah itu tidak

dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu

5 (lima) tahun sejak;

diterbitkannyasertipikatitu telah tidak mengajukankeberatan

secara tertulis kepada pemegang sertipikatdan Kepala Kantor

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan

ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan

sertipikattersebut.Merujuk kepada ketentuan diatas penerbitan

SertipikatHak Milik Nomor 43 atas nama Kasmin K diterbitkan

pada tahun 1983 dan telah lebih dari5 tahun dengan demikian

gugatan Penggugatmenjadibatal demi hukum sehingga harus

dinyatakan ditolakatau tidak dapat diterima (NietOnvankelijk

verklaard);

1.3. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum

sebagaimana tersebut diatas, kamimohon kepada yang mulia Majelis

Hakim yang memeriksa,mengadili,dan memutus perkara aquo untuk

memutus dan menetapkan:

a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk

seluruhnya;

b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
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1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh pernyataan,dalil-dalildan

tuntutan dariPenggugat, kecualidalam hal-halyang secara tegas diakui

kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa segala Eksepsi dan Jawaban yang telah Turut Tergugat

kemukakan tersebutdi atas, mohon dianggap termuatdan terulang

kembali,serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau

merupakan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa terhadap dalilgugatan Penggugatpoint 12, Turut Tergugat

menanggapinya sebagaiberikut : Sesuaidengan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal3 ayat 2 yang

berbunyi: “sebelum bidang tanah diukur,terlebih dahulu dilakukan a.

penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b, penetapan

batas-batasnya”dan Pasal6 ayat1 yang berbunyi: “setelah pekerjaan

yang dimaksud dalam Pasal3 dan 4 selesai, maka semua peta dan

daftar isian yang bersangkutan ditempatkan dikantor desa selama tiga

bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan

mengajukankeberatan-keberatanmengenai penetapanbatas-batas

tanah da nisi daftar-daftarisian itu” juncto Peraturan MenteriDalam

NegeriNomor5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai

Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Dariuraian diatas jelas bahwa penerbitan yang sertipikat a quo yang

diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangandengan demikian sudah sepatutnyagugatan

penggugat ditolak;

4. Bahwa TurutTergugatadalah yang diaturoleh undang-undang dan

aturan-aturan pelaksana yang berlaku dibidang pertanahan,sehingga

sesuai dengan tugas dan fungsinya melayanisetiap permohonan hak

darisetiap masyarakat maupun badan hukum serta instansipemerintah

yang membutuhkan pelayanan dibidang pertanahan;

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugatyang belum atau tidak terjawab

bukanlah Turut Tergugat mengakuinya,akan tetapi secara tegas

menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

Disclaimer
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6. Bahwa berdasarkan hal-haltersebutdiatas maka gugatan penggugat

haruslah ditolak (Ontzeg)atau setidak-tidaknya tidak dapatditerima

(Niet Ontvankelijk Verklaard).

III. DALAM EKSEPSI

a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

2. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan prosespenerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 atas nama

Kasmin K sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada

Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan

uraian-uraiantentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan

Pengadilan NegeriPagar alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal 16

Desember 2020yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Para Tergugattelah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak

menyerahkan Kepemilikan Hak atas tanah beserta bangunan yang terletak

di Jalan A. Rahman Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec.

Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam luas 252 M2 berikutbangunan atas

nama Kasmin K, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
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4. Menghukum Para Tergugatuntuk mengembalikan Hak

atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak diJalan A. Rahman

Talang Jawa No.6 RT 07 RW 03 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota

Pagar Alam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Rukiyem dengan lebar

tanah ± 11,5 (sebelas koma lima) meter;

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan A Rahman Talang Jawa

dengan lebar tanah ± 10 (sepuluh) meter;

- Sebelah baratberbatasan gang SD NU dengan lebar tanah ± 24,25

(dua puluh empat koma dua lima) meter;

- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah DidiSunarto dengan lebar

tanah ± 25 (dua puluh lima) meter;

Kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Karto Pawiro.

5. Menyatakan sertifikatdiatas tanah a quo yaitu:Sertifikat

Hak Milik (SHM) No 43 Desa Sidorejo luas 252 M2, Tidak mempunyai

kekuatan hukum;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan ini;

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Untuk Seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam

Rekonvensisecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang

sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.691.000,00;

Menimbang,bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari

Kuasa Hukum Pembanding semula Turut Tergugatyang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menyatakanbahwa tanggal,

30 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 2/Pdt.G/ 2020/PN Pga

tanggal16 Desember 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat

banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonanbanding tersebut ,

Jurusita Pengadilan NegeriPagar Alam telah memberitahukan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para

Tergugat masing-masing pada tanggal4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding

tersebut,Kuasa Hukum Pembanding semula TurutTergugat mengajukan

Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2020 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan NegeriPagar Alam tanggal4 Januari 2021, dan

MemoriBanding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan kepada Para

Turut Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal

4 Januari 2021;

Menimbang,bahwa terhadap MemoriBanding dari Kuasa Hukum

Pembanding semulaTurut Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula

Penggugat mengajukan Kontra MemoriBanding pada tanggal 27 Januari

2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPagar Alam pada tanggal

27 Januari2021 dan Kontra MemoriBanding tersebut telah diserahkan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula TurutTergugatdan Para TurutTerbanding

semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang,bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Palembang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

mempelajariberkas perkara diKepaniteraan Pengadilan NegeriPagar Alam

masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula TurutTergugat,

Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para

Tergugat masing-masing pada tanggal4 Januari2021 dalam tenggang waktu

14 (empat belas) hari setelah diterima relaas pemberitahuan memeriksaberkas

perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Turut Tergugat yang diajukandalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta telah memenuhipersyaratan sebagaimana ditentukan

dalam undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwaMemori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa Pembanding / Turut

Tergugat menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti/
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Pengadilan TingkatPertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum

dalam Pokok Perkara.Sebagaidasar dan alasan,mengingatasas hukum

proses peradilan cepat,murah dan sederhana,agar dalam pemeriksaan

perkara iniberguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat,

murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi

mengenai Gugatan Kadaluarsa.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan

pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkatPertama telah keliru dalam Penerapan

Hukum;

5. Dan mohon kepada Majelis Hakim bandingberkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan NegeriPagar Alam Nomor2/Pdt.G/

2020/ PN.Pga tanggal 16 Desember 2020.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsiyang disampaikan Pembanding /TurutTergugat untuk

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan proses penerbitan SertipikatHak Milik Nomor 43 atas nama

Kasmin K sesuai ketentuan yang berlaku;

2. MenyatakanPembanding / Turut Tergugat tidak melakukanPerbuatan

Melawan Hukum:

3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Terbanding.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra MemoriBanding yang diajukan olehKuasa

Hukum Terbanding semula Penggugatyang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa Putusan Pengandilan NegeriPagar Alam terhadap Perkara No :02 /

Pdt. G / 2020 / PN. Pga tertanggal16 Desember 2020 telah tepat dan objektif

sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta sesuaidengan

ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.
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2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang Menolak Eksepsi

pembanding mengenaiGugatan Kadaluarsa adalah sudah tepatdan sesuai

dengan ketentuan Hukum.

3. Bahwa Pasal 32 Ayat (2) PP No 24 tahun 1997 adalah tentang Pendaftaran

Tanah dan Penerbitan Sertifikatsedangkan yang menjadiobjek perkara aquo

adalah sengketa kepemilikan Hak atas tanah.

Bahwa pertimbangan Hakim sudah tepat dan sesuaihukum yang menyatakan

Pasal 32 ayat2 (dua) PP No 24 tahun 1997 adalah berkaitan eratdengan

perolehan suatu hal atas tanah dan tata cara pendaftarannya terhadap

tanah-tanah yang telah hapus hak kepemilikannya berdasarkan Pasal27 UU

No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasarpokok agraria dan perkara aquo

adalah sengketa kepemilikan hak dan didalam hukum perdata tidak mengenl

kadaluarsa.

4. Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Palembang yang Memeriksa

dan MengadiliPerkara iniuntuk memberikan putusan dengan amar sebagai

berikut:

1. Menolak permohonan pembanding untuk seluruhnya.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Perkara No : 02 / Pdt.

G / 2020 / PN. Pga.

3. Menghukum terbanding membayarbiaya perkara yang timbuldalam

perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara iniberpendapatlain,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et

Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

mempelajari,dan mencermatiserta mengkajidengan seksama,keseluruhan

berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara

persidangan,alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang

bersengketa,baik itu berupa suratmaupun saksi-saksi,serta salinan resmi

Putusan Pengadilan NegeriPagar Alam Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pgatanggal

16 Desember2020,MemoriBanding dariKuasa Hukum Pembanding semula

Turut Tergugat dan Kontra MemoriBanding dariTerbanding semula Penggugat,

maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat,bahwa apa yang telah
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dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenaieksepsi, maupun

pertimbanganhukum menyangkutPokok Perkara, Rekonpensi dan dalam

Konvensi dan Rekonvensitelah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan

benar,sesuaidengan fakta-fakta dipersidangan,selanjutnya MajelisHakim

Tingkat Banding mengambilalih seluruh pertimbangan tersebutuntuk dijadikan

sebagai pertimbangandalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwamengenaialasan-alasan dalam MemoriBanding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula TurutTergugat dan

Kontra MemoriBanding dariKuasa Hukum Terbanding semula Penggugat

hanyalah merupakanpengulangan-pengulanganterhadap apa yang terjadi

dalam proses persidangan dan Majelis HakimTingkat Banding juga tidak

menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu

dipertimbangkan dan oleh karenanya MemoriBanding dan Kontra Memori

Banding tersebuttidak perlu dipertimbangkandan harus dikesampingkan;

Menimbang,bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan

mengambilalih seluruh pertimbangantersebut untuk dijadikan sebagai

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiridalam memutus perkara ini

ditingkatbanding,sehingga putusan Pengadilan NegeriPagar Alam Nomor

2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal16 Desember 2020 tetap dipertahankan dan

dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang,bahwa oleh karena Pembanding semula TurutTergugat

berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Turut Tergugat dihukum

pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk

tingkat bandingjumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan

dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-UndangNomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum, serta

peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dariPembanding semula Turut Tergugat;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PLG

2/Pdt.G/2020/PN Pga tanggal16 Desember2020 yang dimohonkan

banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula TurutTergugat untuk membayarbiaya

perkara dalam kedua tingkatpengadilan,yang dalam tingkatbanding

ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim

Pengadilan TinggiPalembang pada hari Kamis tanggal4 Maret2021 oleh

kami TEGUH HARIANTO,SH.,MHum., selaku Hakim Ketua Majelis,

R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum. dan BARMEN SINURAT,SH.,MH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut

diucapkan pada haridan tanggal itu juga dalam persidangan yangterbuka

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARINA,SH.,MH.,

Panitera PenggantiPengadilan TinggiPalembang tanpa dihadirioleh kedua

belah pihak yang berperkaradan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA
MAJELIS,

R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,MHum. TEGUH
HARIANTO,SH.,MHum.,

BARMEN SINURAT,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MARINA.S,H.,M.H.,

Biaya – biaya
- Materai Putusan Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

- Pemberkasan / PengirimanRp. 130.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu

rupiah) ;
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